SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

bahwa sesuai ketentuan pasal 282 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017
saat ini masih dalam proses untuk dievaluasi di
Pemerintah Provinsi, sehingga penetapannya tidak
dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
48 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
bahwa  untuk  membiayai pengeluaran  daerah
dipergunakan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 berdasarkan
ketentuan Pasal 105A Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan  Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengeluaran
Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELUARAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendahului
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2017, dipergunakan angka tertinggi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran
Daerah.

Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan guna
membiayai kebutuhan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk belanja yang bersifat tetap meliputi
belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Daftar pengeluaran Daerah untuk kebutuhan belanja Satuan Kerja Perangkat
Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 2

(1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) disesuaikan
dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang
dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada ayat (1)
ditetapkan setiap bulan paling tinggi 1/12 (seperduabelas) dari anggaran
belanja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat dalam
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus disesuaikan
kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila:

a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah; dan

b. Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan menjadi Peraturan
Walikota dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
H. SYAHARIE JA’ANG

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Januari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
ttd

H. HERMANTO
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 1.
Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

SYARIFUDDIN, SH
NIP. 196703021995031005




